
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 418, 2021 BPKP. Manajemen Risiko.  

 

PERATURAN  

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara 

komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 400); 
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3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 352); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan 

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. 

2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa 

yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  

3. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan 

terencana dan terukur untuk mengelola dan 

mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam 

keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.  

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan BPKP. 

(2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas 

pengendalian intern melalui penerapan manajemen 

risiko. 
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Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: 

a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan 

b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan BPKP. 

 

BAB II 

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4 

Infrastruktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. Budaya Risiko; 

b. Struktur Manajemen Risiko; 

c. Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan 

d. Anggaran Manajemen Risiko. 

 

Bagian Kedua 

Budaya Risiko 

 

Pasal 5 

(1) Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang 

dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan 

yang sama. 

(2) Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam 

bentuk: 

a. komitmen pimpinan; 

b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam 

manajemen risiko; 

c. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 

bisnis organisasi; 

d. penyampaian informasi yang berkelanjutan 

mengenai risiko; 
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e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko 

untuk seluruh pegawai. 

f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya 

untuk penanganan risiko; 

g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko 

oleh organisasi dan/atau pegawai; dan 

h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai 

landasan dalam pengambilan keputusan. 

(3) Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahap: 

a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;  

b. manajemen perubahan budaya risiko organisasi; 

dan 

c. penyempurnaan budaya risiko organisasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya risiko di 

lingkungan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan. 

 

Bagian Ketiga 

Struktur Manajemen Risiko 

 

Pasal 6 

(1) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel 

pada semua level atau tingkatan yang memberikan 

perspektif lengkap tentang manajemen risiko. 

(2) Struktur manajemen risiko di lingkungan BPKP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

konsep tiga lini terdiri atas: 

a. Lini Pertama; 

b. Lini Kedua; dan 

c. Lini Ketiga. 

 

Pasal 7 

(1) Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) huruf a dilaksanakan oleh: 

a. Pemilik Risiko; dan 

b. Pengelola Risiko. 

(2) Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko. 
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(3) Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern. 

 

Pasal 8 

(1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf a adalah Pimpinan BPKP dan/atau Pimpinan 

unit kerja BPKP yang bertanggung jawab untuk 

melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya. 

(2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Pemilik Risiko untuk level entitas BPKP yaitu Kepala 

BPKP; 

b. Pemilik Risiko untuk level Eselon I BPKP yaitu 

Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP; dan 

c. Pemilik Risiko untuk level Eselon II BPKP yaitu 

Kepala Perwakilan, Kepala Pusat, dan Inspektur 

BPKP. 

(3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab: 

a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, 

dikelola, dan dipantau; 

b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;  

c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam 

pencapaian kinerja dengan menetapkan dan 

mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak 

pengendalian; dan  

d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang 

disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen 

Risiko. 

(4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d untuk level Eselon I BPKP ditujukan 

kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada Unit 

Manajemen Risiko. 

(5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d untuk level Eselon II ditujukan kepada 

Sekretaris Utama c.q Unit Manajemen Risiko. 
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